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Kategori IKU

a) Pengaduan Masyarakat 753

b) Permohonan / 269
Penyampaian Informasi

¢) Komplain Informasi 7

Leading Topik

a) Permintaan Informasi

Laporan Hasil Pemeriksaan

b) Pengaduan Masyarakat

Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan
Negara/Daerah

¢) Komplain Atas Informasi

Informasi BPK yang dipublikasikan

Topik yang perlu
mendapat perhatian

a) Permintaan Informasi

(U8}

Permohonan LHP BPK RI dan rekomendasi
BPK RI terhadap PT. Pertamina mengenai gas
Pertamina TA 2011-2012.

Permohonan LHP BPK RI atas LKPD, Kinerja,
dan PDTT Prov, Kabupaten/Kota, se-Jawa Barat
TA 2008-2012.

Permohonan LHP BPK RI Audit Kinerja
Kementrian Perikanan Dan Kelautan.

Permohonan LHP BPK RI atas LK Kemenkeu,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Hukum dan HAM, Kementrian PU, Kementrian
Komunikasi dan Informatika TA 2008-2012.

Permohonan BPK RI THPS Semester 1 TA
2013.

Permohonan LHP BPK RI atas LKPD Seluruh
Indonesia TA 2010-2012.

Permohonan LHP BPK RI dan IHPS II Tahun
2013.

Permohonan LHP BPK RI atas LK
Kementerian/Lembaga dan LKPD (Provinsi,
Kota, Kab, Seluruh Indonesia) TA 2011-2012.
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9. Permohonan LHP BPK RI IHPS I & II Tahun
2013.

10. Permohonan LHP BPK RI terkait Cost
Recovery.

11. Permohonan LHP BPK RI LKPD seluruh
Indonesia TA 2008-2012.

12. Permohonan LHP BPK RI atas LKPP 2013.

13. Permohonan IHPS I dan II TA 2013 serta LHP
BPK RI atas LKPD, Kinerja, dan PDTT Prov,
Kabupaten/Kota, se-Indonesia TA 2008-2012.

14. Permohonan LHP BPK RI IHPS II Tahun 2013.

15. Permohonan LHP BPK RI LKPD Prov. DKI
Jakarta TA 2013.

16. Permohonan LHP BPK RI LKPP Tahun 2013.

17. Permohonan LHP BPK RI IHPS 1 & 11 Tahun
2013.

18. Permohonan informasi terkait formasi dalam
penerimaan CPNS BPK tahun 2014.

19. Permohonan LHP BPK RI LKPP Tahun 2013.

20. Permohonan LHP BPK RI IHPS I & II Tahun
TA 2011 dan 2012.

21. Permohonan informasi terkait pengumuman
penerimaan CPNS BPK.

22. Permohonan LHP BPK RI LKKL, LKPD,
LKPP, IHPS, Kinerja dan PDTT Semester II
Tahun 2013.

23. Permohonan , IHPS 12014, LHP BPK RI atas
LKKL, LKPD, Kinerja dan PDTT TA 2013.

24. Konfirmasi terkait balasan surat Kepala Biro
Hukum dan Informasi Publik Kementerian
Pertanian RI No.1017/HM.130/A.3/10/2014
mengenai pengadaan hand tractor di Pusat
Kerjasama Luar Negeri pada TA 2013 yang
menyatakan telah melakukan penyetoran
kerugian ke kas negara dan denda keterlambatan
atas rekomendasi BPK.

25. Permohonan , IHPS 11/2013, IHPS 1/2014, LHP
BPK RI atas LKKL, LKPD, Kinerja dan PDTT
TA 2010-2013.

26. Permohonan LHP BPK RI atas Pemeriksaan
BOT.

27. Permohonan Majalah Warta BPK untuk
keperluan skripsi.

28. Permohonan LHP BPK RI IHPS, LKKL,
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LKPD, Kinerja dan PDTT TA 2013.

29. Permohonan IHPS I dan II Tahun 2014.
30. Permohonan LPH BPK atas BUMN TA 2013.

b) Pengaduan Masyarakat

ks

(8]

wn

10.

14

12.

Permohonan  Pemeriksaan atas  Laporan
Keuangan tutup buku RS. Toeloengredjo untuk
mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara.

Permohonan  Pemeriksaan  penyimpangan
Keuangan Daerah terkait pekerjaan lanjutan
Fasfel-Pasean.

Informasi pengaduan terkait indikasi
penyalahgunaan  anggaran negara  pada
Kementerian Kehutanan.

Informasi pengaduan terkait perjalanan dinas
fiktif pada Diknas Sumatera Barat.

Informasi pengaduan Penyimpangan
Pelaksanaan Proyek Proteksi Tebing Kanan kali
Ngrowo Desa Boro, gendingan, sembon Kec.
Kedungwaru dan Karangrejo Senilai Rp.
7.731.500.00,-.

Pengaduan dari Sdr. A. Rudi S.E. selaku
Koordinator ~ Wilayah  Sumatera  Selatan
Jurnalindependen.com dan Feri Setiawan selaku
Sekretaris LSM Pemantau Dana Negara (PDN)
Sumatera Selatan perihal laporan dugaan
Gratifikasi Kepala BPK Sumatera Selatan.

Pengaduan terkait pengadaan tanah atas MAN
Denanyar APBN Departemen Agama diduga
menimbulkan kerugian negara.

Informasi Dugaan Penyimpangan Penggunaan
Anggaran  Bahan Praktikum  Mahasiswa
Politeknik Negeri Banjarmasin tahun 2010 s/d
2013 dan PNBP dana dari masyarakat di
Program Studi Teknik Alat Berat Jurusan
Teknik Mesin Politeknik Negeri Banjarmasin
yang masuk ke rekening pribadi.

Pengaduan terkait Proyek BLN di Kementerian
Pertanian.

Pengaduan terkait indikasi kerugian negara di
PT Merpati Nusantara.

Informasi pengaduan terkait indikasi
penyelewengan dana tunjangan perbaikan
penghasilan di lingkungan pemda Kab. Cirebon.

Permohonan audit investigasi terkait indikasi
KKN pada proyek indikasi penyalahgunaan
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14.

135.

16.

17.

18.

19.

20.

28,

24.

25.

Satker Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Subang.

. Informasi pengaduan terkait penyalahgunaan

aset milik pemprov DKI berupa apartemen.

Informasi pengaduan terkait honor guru MAN
yang dibawah UMR Kota Surabaya.

Pengaduan atas penggunaan tanah pribadi
terkait pekerjaan yang dilakukan PT Safitri
Kridatama dengan nilai Rp. 2.377.870.000 yang
dirasa merugikan si pemilik tanah.

Pengaduan terkait penyalahgunaan dana BOS di
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Pengaduan terkait pelanggaran dispilin pegawai
BPK perwakilan Sumatera Selatan.

Permohonan pemeriksaan terkait Keberadaan
Universitas Setia Budi Mandiri Medan yang di

duga beroperasi ilegal di Kabupaten Nias
Selatan;

Permohonan pemeriksaan terkait jatah Beras
Miskin berdasarkan surat keputusan pemerintah
per KK dapat 15 KG nyatanya hanya 3 Liter;

Laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran
kode etik BPK RI yang dilakukan oleh Ali
Masykur Musa, Anggota IV BPK RI;

. Laporan pengaduan tentang pemimpin TNI AD

yang sewenang-wenang terhadap satuannya;

. Informasi pengaduan terkait dengan kegiatan

Mahkamah Agung yang mengadakan acara
MUNAS Ikatan Hakim Indonesia di Bali dan
diadakan di tempat kompetitor dan di duga ada
unsur KKN disana.

Permohonan pemeriksaan terkait adanya dugaan
korupsi dan KKN dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bekasi.

Informasi tentang indikasi/dugaan
penyalahgunaan anggaran dan korupsi yang
dilakukan oleh Kepala Bimas Hindu Kanwil
Departeman Agama Provinsi Riau.

Informasi Permasalahan Penyimpangan
Keuangan Daerah atas pengumuman hasil lelang
di Diknas terkait renovasi berat dan perubahan
lantai gedung Pendidikan jurusan teknik
manufaktur Tahap III untuk dapat dibatalkan,
karena diduga terjadi KKN saat proses lelang.
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26. Permohonan pemeriksaan terkait adanya dugaan
penyimpang Dana BOS, Block Grant ,ADD,
PNPM dan TKD Kec. Langgikima, Kab.
Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara karena
tidak adanya juga kepastian tindak lanjut
pengaduan di Kepolisian dan Kejaksaan.

27. Informasi pengaduan terkait pemindahbukuan
dana pada rekening Kas Umum daerah yang
tidak sesuai ketentuan.

28. Informasi pengaduan terkait indikasi tindak
pidana korupsi oleh oknum anggota Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Indikasi
tindak pidana korupsi oleh oknum anggota
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab.
Talaud dan oknum KPU Provinsi Sulawesi
Utara.

29. Informasi pengaduan terkait dugaan tindak
pidana korupsi oleh mantan bupati Kabupaten
Kepulauan Talaud bersama kepala badan /
bendaharawan dalam pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2008.

30. Informasi pengaduan terkait dugaan korupsi

pengadaan alat kesehatan di RSP & RSGM
Unair Dipa 2013.

31. Informasi pengaduan terkait terkait adanya
dugaan korupsi atau mark up dalam pengadaan
alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan (RSP)
dan Rumah Sakit Gigi Mulut (RSGM)
Universitas Airlangga DIPA Tahun Anggaran
2013.

(5]
[ae]

. Informasi Permasalahan Penyimpangan
Keuangan Negara/Daerah terkait dugaan
penyalahgunaan anggaran Tunjangan Profesi
Guru yang di indikasi disalah gunakan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepulauan
Sula, Prov. Maluku Utara.

(U'S]
(98]

. Informasi pengaduan terkait Klarifikasi Temuan
BPK atas Pemeriksaan Universitas Sam
Ratulangi Manado, bahwa atas nama Kennie
Abraham Lempoy tidak benar menerima
tunjangan sertifikasi dosen.



ratna.hening
Rectangle


Pelayanan Informasi Publik BPK RI Tahun 2014

34.

36.

3l

40.

41.

42.

Permohonan pemeriksaan atas adanya
pengadaan yang di duga di mark up dan
persengkongkolan lelang oleh PT. Mondaffa
Cresida dengan BKKBN Pusat.

. Permohonan pemeriksaan atas adanya dugaan

penyalahgunaan ~ Anggaran APBD  Kab.
Mamberamo Tengah 2013 oleh Bupati Kab.
Mamberamo Tengah, Papua.

Informasi pengaduan terkait indikasi korupsi
dana pendidikan di SMKN 1 LOTU, Sumatera
Utara.

Informasi Pengaduan terkait adanya
Penyerobotan tanah milik Kereta Api Indonesia
(KAI) oleh PT. Arga Citra Kharisma (ACK)
yang kini bernama Center Point Medan.

.Informasi pengaduan terkait adanya 1. Tidak

adanya tranparansi alokasi Dana BSM dan BOS
kepada siswa dan Orang Tua, 2. Adanya
persilangan subsidi Dana BSM dan BOS
sehingga adanya kesamaan pembayaran bulanan
(SPP) antara yang mendapat dana BSM dengan
yang tidak mendapatkan dana BSM, 3. Tidak
adanya konsultasi dengan orang tua akan
persilangan dana Bos dan Dana BSM, 4. Tidak
adanya keringanan Bulanan (SPP) meski dana
BOS sudah cair.

. Informasi Permasalahan Penyimpangan

Keuangan Daerah terkait penyelenggaraan
kegiatan belajar mengajar di MAN Mojosari,
Mojokerto.

Informasi pengaduan atas penyalahgunaan
keuangan negara terkait Pertanggungjawaban

Tiket Dinas & Uang Bensin Di Ditjen Bimas
Kristen, Kementerian Agama RI.

Informasi pengaduan penyalahgunaan Dana
BOS di di SMA Negeri 1 Simeulue Timur
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten
Simeulue Provinsi Aceh.

Informasi pengaduan terkait penyalahgunaan
dana APBN dalam bentuk Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi di Politeknik Negeri
Lampung.
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43.

44,

45

46.

47.

Pengaduan terkait keberatan atas LHP BPK
Perwakilan Provinsi NTB.

Permohonan pemeriksaan atas Pengadilan
Negeri Kabanjahe.

. Informasi Pengaduan terkait adanya Dugaan

Korupsi Tukar menukar tanah Negara (Ruislag)
di lingkungan Universitas Hasanuddin
Makassar.

Informasi Permasalahan Penyimpangan
Keuangan Negara/Daerah terkait adanya dugaan
tindakan manipulasi di lingkungan PT Chevron
Pacifik Indonesia Wilayah Libo, Kec. Kandis,
Kab. Siak, Riau. Yang merugikan negara sekitar
10 Milyar Rupiah, dan terindikasi adanya
dugaan tindak pidana korupsi.

Informasi Pengaduan terkait adanya Dugaan
Korupsi Tukar menukar tanah Negara (Ruislag)
di lingkungan Universitas Hasanuddin
Makassar.

¢) Komplain Atas Informasi

(S8

. Komplain atas permintaan informasi yang tidak

dipenuhi serta pengajuan keberatan atas
penolakan informasi terkait dengan permintaan
LHP Investigatif Hambalang 2.

Komplain atas permintaan informasi yang tidak
dipenuhi serta pernyataan keberatan atas tidak
disediakannya dan tidak diumumkannya
informasi publik.

Komplain atas permintaan informasi yang tidak
dipenuhi serta pengajuan keberatan atas tidak
diberikanya LHKPN yang diajukan oleh Mata
Umat.

Pernyataan keberatan dari Mata Umat terkait
tidak diumumkannya informasi publik pada situs
resmi badan publik, yaitu informasi tentang hak
dan tata cara memperoleh informasi publik, cara
pengajuan keberatan, dan prosedur penyelesaian
sengketa informasi publik.

Komplain atas tidak terbukanya BPK RI
Perwakilan Maluku Utara di dalam pemberian
LHP LKPD di Provinsi Maluku Utara.
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